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Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerab Kabupaten 
. Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Propinsi 

Jambi dalam Mewujudkan Good Government Governance 

Dian M. Simanjuntak 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat dengan Tanjung Jabung Timur dalam mengelola keuangan daerahnya 
dalam mewujudkan good government governance dengan menggunakan rasio keuangan 
padaAPBD. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selarna tahun 2005-2007 kinerja keuangan 
kedua pemda kurang begitu baik, kedua daerah ini belum mampu atau mandiri secara 
finansial dalam menjalankan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya PADnya 
yang diperoleh tiap tahunnya sehingga menyebabkan kedua daerah ini sangat tergantung 
pada Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Umum dalam membiayai belanja daerahnya. 
Namun jika dilihat dari efektivitas dan efisiensi PADnya begitu pula dengan pertumbuhan 
pendapatan dan belanja daerahnya yang memiliki kecenderungan positif, sudah cukup baik 

Untuk memperbaiki kinerja keuangan kedua pemda, penulis menyarankan agar 
kedua pemda dapat lebih meningkatkan P ADnya sebagai andalan penerimaan APBD, 
terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemda, APBD, Rasio Keuangan pada APBD, dan Good 
Government Governance. 
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Comparative Analysis of The Government Financial Performance of Tanjung 
Jabu11g Barat Regency and Tanjung Jabung Timur Regency in Jambi Province in 

Actualizing the Good Government Governance 

Dian M. Simanjuntak 

ABSTRACT 

This research aims to compare the performance of government of Tanjung 
Jabung Baral Regency and Tanjung Jabung Timur Regency in managing their 
financial resources in actualizing the Good Government Governance by using 
financial ratios of AP BD. 

The result of this research has shown that during period of years 2005-2007, 
over all both of the governments financial performance were not good enough, they 
have not been capable in running the autonomy financially because their PAD each 
year were still low so they depend on the higher government to pay their expenditure 
very much. However, if we see from the ratios of effectiveness, efficiency of PAD 
and the growth of income and expense, the financial performance of these regencies 
were good enough. 

In order to improve the financial performance, both of the government 
managements may increase their PAD as the major revenue of APBD, especially 
from Regional Tax and Retribution. 

Keywords: Government Financial Performance, APBD, Financial Ratios of APBD, 
and Good Government Governance. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor publik sering dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya sebagai 

sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu 

merugi (Mardiasmo, 2002:27). Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem 

kehidupan bernegara. Orientasi pembangunan sektor publik menurut World Bank dan 

United Nation Development Program (UNDP) adalah untuk menciptakan good 

governance. World Bank dalam Mardiasmo (2002: 17) mendefinisikan governance 

sebagai " the way state power is used in managing economic and social resources for 

development of society" ( cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan 

ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat). Sementara itu UNDP 

mendefinisikan governance sebagai "the exercise of political, economic, and 

administrative authority to manage a nation's affair at all levels", dalam hal ini 

UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam 

pengelolaan negara. 

Good Government Governance (GGG) setidaknya ditandai dengan tiga 

elemen yaitu transparansi, partisipasi dari akuntabilitas. Transparansi dibangun atas 

dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan 

keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 

Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap 

aktivitas yang dilakukan. 

1 



2 

Untuk mewujudkan GGG diperlukan perubahan paradigma pemerintahan 

yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat 

sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma barn tersebut menuntut suatu 

sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan 

ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa 

memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional 

maupun intemasional. Menanggapi paradigma barn tersebut maka pemerintah 

memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk 

memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar 

berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan 

otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan 

secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, 

pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka perwujudan 

GGG memerlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan 

negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah 

yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 

direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sedangkan 

tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan 

hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan 

GGG yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan 

negara maupun keuangan daerah. 

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan 

keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai 

dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Dengan adanya otonomi 

ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah 

mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber 

keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang 

berkembang di daerah. Kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti pemerintah 

daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sehendaknya 

tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas diberikan kepada 

daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik 

kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah 

membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia. 

Kebijakan GGG (pengelolaan pemerintah yang baik) merupakan tuntutan 

yang harus dipenuhi oleh sektor publik. Laporan keuangan menjadi fokus utama, 

sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diganti menjadi PP No. 58/2005 yang 

mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban dalam bentuk laporan 

keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran). Untuk itu diperlukan 

suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan 
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sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis kinerja pengelolaan sumber 

daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian, 2006:6). 

Kabupaten Daerah Tingkat ll Tanjung Jabung diresmikan menjadi daerah 

kabupaten pada tanggal 10 Agustus 1965 yang dikukuhkan melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965). Seiring dengan 

dinamika dan perkembangan pembangunan di Propinsi Jambi, berdasarkan Undang

undang Nomor 54 tertanggal 04 Oktober 1999, tentang pemekaran wilayah 

kabupaten dalam Propinsi Jambi, maka Kabupaten Tanjung Jabung dipecah menjadi 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Ibukota Kuala Tungkal dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muara Sabak. 

Sebagai daerah otonom, kedua kabupaten tersebut telah sembilan tahun 

berdiri setelah dilakukan pemekaran. Namun demikian, masih banyak ha! yang perlu 

dibenahi dan diperhatikan dalam pelaksanaan GGG, salah satunya ialah penyusunan 

laporan keuangan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. Oleh karena 

itu, kinerja pemda dalam menyusun laporan keuangan perlu dinilai. Penilaiannya 

dapat dilakukan dengan penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat bantu 

menganalisis laporan keuangan terutama pada Anggaran Pendaparan dan Belanja 

Daerah (APBD) dan membandingkan hasil yang diperoleh pada masing-masing 

kabupaten, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan 

kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, GGG dapat 

tercapai. 

Melihat begitu pentingnya penilaian terhadap kinerja pernda dalam rnengelola 

keuangan daerahnya penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan melalui penelitian 
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yang berjudul "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DI PROPINSI JAMBI 

DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE'. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini ialah bagaimana perbandingan kinerja pemerintah 

daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

dalam mengelola keuangan daerahnya dalam mewujudkan Good Government 

Governance. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Tanjung Jabung Timur dalam mengelola 

keuangan daerahnya dalam mewujudkan Good Govemment Governance. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Penulis dapat membandingkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan 

realita yang ada di masyarakat serta menambah wawasan tentang akuntansi 

sektor publik terutama mengenai analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 

2. Bagi Akademik 
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Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan 

gambaran yang lebih jelas bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian mengenai rasio keuangan sektor publik. 

3. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) 

Sebagai masukan mengenai kinerja keuangannya yang akan membantu pemda 

mewujudkan Good Government Governance. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 

dalam strategic planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses 

penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan 

dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. 

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 

finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai 

akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang 

lebih baik. 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan (Harahap, 1998:207). Rasio keuangan merupakan alat untuk 

menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari mengenai suatu organisasi 

bisnis. Rasio keuangan juga dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi 
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dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan trend yang sulit dideteksi dengan 

mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio keuangan. 

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan 

berdasarkan laporan keuangan (Halim, 2004). Analisis rasio keuangan pada APBD 

dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari suatu daerah 

dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara 

membandingkan rasio keuangan di suatu daerah tertentu dengan rasio keuangan 

daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat 

bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah 

daerah lainnya. 

Penggunaan analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan meskipun kaidah 

pengakuntansian dalam APBD berbeda dalam laporan keuangan yang dimiliki 

perusahaan swasta. Beberapa analisis laporan keuangan bisnis tidak sesuai/cocok 

untuk diterapkan pada sektor publik. Rasio keuangan yang dapat dikembangkan 

berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, antara lain: 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli 

daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang 

lainnya misalnya pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Suatu daerah 

dikatakan mandiri apabila rasio kemandiriannya mencapai minimal 50%. 

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 
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Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 

pendapatan yang diterima. 

3. Debt Service Coverage Ratio (DSCRJ 

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, 

selain menggunakan Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan altrernatif 

sumber lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan 

pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu : 

a. Ketentuan yang menyangkut persyaratan 

• Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75% 

dari penerimaan APBD tahun sebelumnya. 

• DSCR mininal 2,5. 

b. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman 

• Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan yang 

dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman 

dan pelayanan masyarakat. 

• Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas 

c. Ketentuan yang menyangkut prosedur 

• Mendapat persetujuan DPRD 

• Dituangkan dalam kontrak 

4. Rasio Pertumbuhan APBD 

Yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari 

periode ke periode berikutnya untuk masing-masing sumber pendapatan dan 

pengeluaran. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen 
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tersebut, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu 

mendapatkan perhatian. 

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rasio keuangan pada APBD adalah : 

I. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat). 

2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. 

3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah 

4. Masyarakat dan kreditor sebagai pihak yang turut memiliki saham pemerintah 

daerah, bersedia memberikan pinjaman ataupun membeli obligasi. 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial 

(Mardiasmo,2002:61). Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan 

jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. 

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi aspek 

perencanaan, aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas publik. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah {APBD) merupakan rencana kegiatan 

pemda yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber 

penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas 

maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim, 2004:22). Dari definisi tersebut 

menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. 

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi 

biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut. 

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 
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4. Periode anggaran, yaitu umumnya satu tahun. 

Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan 

publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai "the way state power is 

used in managing economic and social resources for development of society". 

Sedangkan lj_nited Natior, Development Program (UNDP) mendefinisikan 

governance sebagai "the exercise of political, economic, and administrative authority 

to manage a nation's affair at all levels". Dalam hal ini, World Bank lebih 

menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk 

kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada 

aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. 

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, 

meliputi : 

I. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan 

berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruk1if 

2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 

3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 

informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung 

dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 

4. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik hams cepat dan tanggap dalam 

melayani stakeholder. 

5. Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesejahteraan dan keadilan. 
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7. Efficiency and I''ffectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara 

berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 

8. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. 

9. Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi 

jauh ke depan. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat (Pemkab. Tanjabbar) dan Pemeri_ntah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

(Pemkab. Tanjabtim). Untuk mempermudah pemecahan masalah dan agar lebih 

terarah maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian 

ini yaitu hanya masalah yang berhubungan dengan judul penelitian ini yang 

didasarkan pada data yang terdapat pada perhitungan APBD Kab. Tanjabbar dan 

Kab. Tanjabtim tahun anggaran 2005-2007. 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi lapangan (Field Research) 

Penulis melakukan survei atau penelitian langsung ke perusahaan yang menjadi 

objek penelitian dengan maksud memperoleh data primer. Data primer diperoleh 

dengan cara: 

a. Wawancara (interview) yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak 

yang terkait guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan 

penulisan skripsi ini. 



12 

b. Dokumentasi (documentation) yakni dengan melakukan penelitian terhadap 

sumber-sumber dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari 

arsip badan serta instansi yang terkait di lingkungan Pemkab. Tanjabbar dan 

Pemkab. Tanjabtim. 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Metode ini dilaksanakan dengan maksud memperoleh data penunjang yang 

berfungsi sebagai landasan teori yang berguna untuk mendukung data primer yang 

diperoleh di dalam penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara 

mengkaji dan menelaah buku-buku, majalah, artikel, Iiteratur serta sumber

sumber ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

1.6.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Kuantitatif 

Metode analisis data ini dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh 

melalui perhitungan rasio keuangan dari APBD Pemkab. Tanjabbar dan 

Tanjabtim. Adapun rasio-rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan APBD 

ialah sebagai berikut : 

a. Rasio Kemandirian Daerah 

Yaitu rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber 

dana ekstem. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin rendah 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstem (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) dan demikian pula sebaliknya. 

Rasio Kemandirian Daerah = ::----"7""P_e_n_da_p_a-:t_an_A_sl_i _D __ a_er_a_h...;(_P_A_D.:....) ___ _ 
Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman 
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Tabel 1.1 

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian Kriteria Kemandirian 
(%) Keuangan 

0-25 Rendah Sekali 
> 25- 50 Rendah 
> 50-75 Sedan_g 

> 75 -100 Tinggi 

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard 

b. Rasia Efektivitas dan Efisiensi PAD 

Rasia Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan 

PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan patensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas 

dikategarikan efektif apabila rasia yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 

(satu) atau 100%. 

Realisasi Penerimaan PAD 
Rasia Efektivitas = ---------

Target Penerimaan PAD 

Tabel 1.2 
Kriteria Pengukuran Efektivitas dengan Penilaian Kinerja Anggaran 

Kinerja Keuangan (%) Kriteria Ef ektivitas 
> 100 Sangat Efektif 

90- 100 Efektif 
80-90 Cukup Efek--tif 
60-80 Kurang Efektif 

<60 Tidak Efektif 
Sumbcr: Depdagn, Kepmendagn No. 690.900-327, Ttahun 1996 

Rasia efisiensi adalah rasia yang menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan 

realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemda dalam melakukan 

pemungutan pendapatan dikategarikan efisien apabila rasia yang dicapai 

kurang dari I (satu) atau di bawah 100 %. 

Rasia Efisiensi = Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD 
Realisasi penerimaan PAD 
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Apabila biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD tidak tercantum maka 

analisis efisiensi dapat dihitung dengan cara berikut : 

(pajak daerah + retribusi daerah) x 5% x 12 bulan 
Rasio Efisiensi = ------------------

Realisasi Penerimaan Daerah 

Tabel 1.3 
K .. p ntena engu ran 1s1ens1 ku Efi . . d engan em aran merJa nggaran P ·1. K . A 

Persentase Keuangan (%) Kriteria Efisiensi 
> 100 Tidak Efisien 

90- 100 Kurang Efisien 
80-90 Cukup Efisien 
60-80 Efisien 

<60 Sangat Efisien 
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327 tahw1 1996 

c. Rasio Keserasian 

Yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi 

dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. 

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti 

persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana 

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. 

Total belanja rutin 
Rasio Belanja Rutin terhadap APBD = --~-

0
-t-al_A_P-

8
-
0
--

Total belanja pembangunan 
Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD = 

Total APBD 

d Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 

Yaitu rasio yang digunakan sebagai kajian atas kemampuan pemda untuk 

melakukan pinjaman. 

DSCR = 
Total (pokok angsuran + bunga + biaya pinjaman) 

(PAD+ BO + DAU) - BW 

Keterangan : 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

• 



BD = Bagian Daerah ( Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) 

DAU = Dana AJokasi Umum 

BW = Belanja Wajib 

Adapun tindakan yang dapat diambil berdasarkan model DSCR ini ialah: 

• Jika DSCR > 2,5 maka pemda dapat melakukan pinjaman baru 
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• Jika DSCR = 2,5 maka pemda dapat melakukan pinjaman baru dengan 

syarat proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan menghasilkan keuntungan 

(cost recovery) 

• Jika DSCR < 2,5 maka pemda tidak dapat melakukan pinjaman baru. 

e. Rasia Pertumbuhan 

Yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari 

periode ke periode berikutnya untuk masing-masing sumber pendapatan dan 

pengeluaran. 

2. Analisis Kualitatif 

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan teori-teori yang bersifat umum 

yang dijadikan kerangka berpikir dibandingkan dengan fakta yang sesungguhnya 

terjadi. Dengan analisis ini, penulis akan mengumpulkan, menyusun, dan 

mengevaluasi serta menginterprestasikan data yang diperoleh kemudian menarik 

kesimpulan. 

1. 7 Sistematika Penelitian 

Sistematika pembahasan yang direncanakan dalam penulisan skripsi ini 

. terdiri dari lima bah, yaitu : 
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